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4.1. Kesimpulan ~ 
Pembahasan di bab-bab terdahulu tentang pekerjaan konstruksi bagi tenaga 
ke~a wanita ini dapat disimpulkan : 
1. 	 Pengaturan K3 bagi tenaga kerja konstruksi wanita saat ini tidak sejalan dengan 
perkembangan yang sangat maju terlihat dari peraturan-peraturan yang dipakai 
untuk mengatur peke~aan konstruksi wanita adalah peraturan lama 
Maatrege\en yang tidak seluruhnya mencakup kebutuhan pengaturan peke~aan 
wanita terutama peke~aan konstruksi, sedangkan peke~aan konstruksi itu 
sendiri sudah sangat berkembang baik menurut jenis peke~aan. alat-alat 
pembantu dan lingkup pekerjaannya. Maatregelen itu sendiri sangatlah tidak 
memadai bagi pengaturan peke~aan wanita secara umum karena pasal-pasal 
yang berkenaan dengan pengaturan pekerjaan wanita secara umum sampai 
saat ini pun belum berlaku. apalagi untuk pengaturan peke~aan wanita secara 
khusus di bidang konstruksi. 
o Pembagian pekerjaan bagi tenaga ke~a konstruksi tidak diatur dalam Buku 
Pedoman SP3K. hal ini berarti tidak diadakannya pembedaan status kelamin 
dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, kecuali dalam beberapa hal dianggap 
membahayakan keselamatan dan kesehatan wanita dengan alasan yang jelas. 
SP3K dan Maatregelen dalam hal ini tidak bertentangan karena SP3K sebagai 
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peraturan yang terbaru juga membuat pengecualian, ini justru melindungi 
kepentingan pekerja wanita itu sendiri, dan tidak menghalangi wanita untuk 
bekerja pada kegiatan konstruksi. 
2. 	 Sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan K3 bagi tenaga kerja konstruksi 
wanita sang at tidak memadai. besarnya sanksi tidak seimbang dengan kerugian 
yang mungkin ditimbulkan yang ditanggung oleh peke~a konstruksi pada 
umumnya dan pekerja konstruksi wanita pad a khususnya. 
4.2. Saran-Saran 
Saran-saran yang dapat diberikan setelah pembahasan : 
1. 	 Pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban menjamin seluruh rakyatnya 
memperoleh penghidupan secara layak segera mungkin membuat dan 
memberlakukan peraturan dan undang-undang yang menjamin K3 bagi tenaga 
kerja terutama dalam pekerjaan konstruksi. 
2. 	 Proses pemberlakuan peraturan tersebut seharusnya tidak perlu melalui tahap 
sosialisasi yang terlalu lama (UU NO.25/1997 memerlukan waktu kurang lebih 3 
tahun), dan seharusnya dalam jangka waktu sosialisasi tersebut juga sudah 
dipersiapkan segala peraturan pelaksananya. sehingga ketidaklengkapan 
peraturan tidak terjadi lagi seperti waktu sebelumnya. 
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